72

BAB IV

ANALISISPUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
No0.1537/Pdt.G/2009/PA . Pwt TENTANG PENGINGKARAN KEABSAHAN
ANAK

A. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA .Pwt tentang Pengingkaran
K eabsahan Anak.

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peegattperaturan
yang memuat cara bagaimana orang harus bertindakikih Pengadilan dan
bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu tEmanelaksanakan
perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalamageputusan
sehingga putusan tersebut bisa dianggap sah dapungai kekuatan hukum
yang tetap antara lain:

1. Putusan hakim harus di buat secara tertulis daapsettusan terdiri dari 4
bagian yaittf:
a. Kepala putusan
Kepala putusan di awali dengan kalimat
“BISMILLAHIRROHMANIRROHIM” dan di ikuti dengan
“‘“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA”.

! Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PemdiAgama
Jakarta: Kencana, 2006, cet Ke 4, him. 2.

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agaragyakarta: Pustaka
Pelajar, 2003, him. 262.
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b. Identitas para pihak
Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam gay yaitu: nama,
umur, alamat, pekerjaan, tempat kediaman, dan kédudsebagai
pihak, serta kuasanya apabila yang bersangkutarguasakan
kepada orang lain.

c. Tentang Pertimbangan Hukum dan duduk perkara
Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangakunhu
terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangakum
biasanya dimulai dari kateata “Menimbang .... dan seterusriya
Dalam pertimbangan hukum ini, hakim harus mempédingkan
dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari Terguggaita
dihubungkannya dengan alat-alat bukti yang ada. i Dar
pertimbangan hukum, hakim menarik kesimpulan tentanbukti
atau tidaknya gugatan tersebut. Dan setiap putligadilan
dalam perkara perdata harus memuat secara ringkasng
gugatan atau jawaban Tergugat secara ringkas das. j®i
samping itu, dalam surat putusan juga harus mesegdra jelas
tentang alasan dasar dari putusan, Pasal-pasal pgasturan
perundang-undangan yang berlaku, biaya perkarts badir dan
tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu spuatu

diucapkan.
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d. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendingyenerupakan

jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh

Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-katantddili”.

Dalam amar itu hakim harus menyatakan tentang dlalyang

dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkartimbangan

hukum yang telah dilakukannya.

2. Mengenai kewenangan Pengadilan terdiri dari duaamac
Kewenangan Relatif diartikan sebagai kekuasaan deilag
satu jenis dan satu tingkatan. Kewenangan Absolattikhn sebagai
kekuasaan Pengadilan yang berhubungan denganperkara atau jenis
Pengadilan atau tingkatan Pengadil@Pengadilan Agama berkuasa atas
perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Isladn.dalam hal ini
Pengadilan Agama Purwokerto sudah mempunyai kewgamaruntuk
meyelesaikan perkara penyangkalan anak yang daajaleh Penggugat.
Adapun tempat mengajukan Gugatan adalah di Peagadijama yang
mewilayahi tempat tinggal Tergugat. Jadi dalam @exrkini suda benar
bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya di tempggtiiergugat.
Mengenai proses pemeriksaan di awali dengan Mediaisik

mendamaikan para pihak. Akan tetapi upaya Medidak tberhasil sampai

akhirnya Penggugat dan Tergugat tetap bersikerask wejelasan status

% Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agamaakarta: Raja Grafindo Persada,
2006, him. 27.
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anak tersebut. Terhadap dalil-dalil yang di kemakakPenggugat, maka
Tergugat memberikan jawaban yang di sertai dengagatan Rekonpensi.
Dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-sd&n sampai

akhirnya majelis hakim mengabulkan Gugatan penyaagk anak

Penggugat yang berbentuk putusan.

Agar putusan hakim dapat berkekuatan hukum tetagama
putusan harus sesuai dengan tata cara dan ketegrgngrberlaku. Dalam
putusan No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt sebagaimana yalady penulis
paparkan di Bab lll maka hal ini sesuai dengan rikeen yang ada.
Seperti yang di sebutkan dalam Undang-undang Nahin 1989 yang
diamandemen menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2@d&ang
Peradilan Agama Pasal 62 “Segala penetapa dan aputdengadilan,
selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dagagayharus memuat
Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yaergangkutan atau
sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasauk mengadili

Penggugat adalah duda dari Tergugat yang dulu rmkemlada
tanggal 9 Mei 2002, dan bercerai tanggal 30 Jar2@fY9. Pada tanggal 25
Maret 2005 Tergugat telah melahirkan seorang aalkikdki yang diberi
nama BRB (sekarang berumur 4 tahun) hasil perzmdl#agugat dengan
seorang laki-laki bernama SS yang dilakukan sekitar dan Juni 2004.
Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ketahui dzek@a pengakuan

Tergugat sendiri pada tanggal 22 Nopember 2005gdkean SS kepada

4

Ahmad FauzanHimpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Rlarad
Bandung: CV. Yrama Widya, him.223.
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Penggugat pada pertengahan Pebruari 2006, danshetda saksi-saksi
yang mengetahui, serta wajah (face) BRB tersebup rsekali dengan
wajah SS.

Bahwa penyangkalan keabsahan anak tersebut sepernalah
Penggugat gugat terhadap Tergugat pada waktu Tatrgugngajukan
gugatan cerai pemeliharaan anak tersebut dan pésmbhgrta bersama
(gono-gini) di Pengadilan Agama Purwokerto. Dalaal i gugatan
penyangkalan anak yang Penggugat ajukan dibenat&andikabulkan.
Sedangkan dalam putusan Banding dibatalkan, kadindai salah
menerapkan hukum acara, yang seharusnya berdadddsah 126 KHI
penyangkalan anak seharusnya dibuktikan/dikuatkagah sumpah li'an,
tetapi tidak. Putusan Kasasi atas keberatan Peaggugusan Hakim
Banding putusan tentang penyangkalan status anaksebtd
dimentahkan/dibatalkan dan harus diperkarakan ndinge hal ini
dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasebut dalam
halaman 13 yang berbunyi: Bahwa tentang sengketak aagar
diselesaikan sendiri karena perlu kejelasan statak tersebut.

Pada tanggal 1 Oktober 2009 mengajukan gugatarnruiagan
anak lagi oleh Penggugat, isi gugatan tersebup tetana yaitu untuk
kejelasan status anak, dan pada akhirnya ditermmadiputuskannya isi

gugatan tersebut.

2012.

> Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di tapapada pra riset, 9 Maret
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Bahwa oleh karena itu, anak bernama BRB terselkarbanak
sah Penggugat, dan akta kelahirannya juga tidak pueyai kekuatan
hukum, maka pencantuman nama B di belakang naniatarsebut juga
harus dihapus, dan anak tersebut hanya mempunpangan nasab dan
waris dengan Tergugat dan kerabat Tergugat saja.

Bahwa gugatan Penggugat ini di samping berdasafikieta-
fakta sebagaimana terurai di atas juga didasarkda pPasal 44 Undang-
undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, P2l Kbmpilasi
Hukum Islam.

Dengan melihat kasus pengingkaran anak tersebut pexkulis
menganalisis dalam Undang- undang Perkawinan N@hun 1974 Pasal
42 disebutkan “ Anak yang sah adalah anak yandnidian dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sitBedangkan dalam KHI Pasal 99
disebutkan : “anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinamgysah
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar ratiém dilahirkan
oleh istri tersebut”.

Dari uaraian diatas anak sah adalah anak yangrtigathdalam
masa perkawinan yang sah. Seorang suami akan ng&agimnak yang
dilahirkan dalam masa perkawinan yang sah makaasgosuami harus

bisa membuktikan bahwa istrinya telah melakukarzipahan. Hal ini

® Himpunan Peratura Perundang-Undangan tentang Kashplukum Islam, Bandung:
Fokusmedia, 2007, him. 34

7 Undang-undang perkawinan, No. 1 Tahun 1974, YagakAlew Merah Putih, 2009,
him. 27



78

diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahurd 1Pasal 44 :
“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak ydadirdan oleh
isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwairsta telah berzinah
dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut”.

Dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa anak yang
bernama BRB bukan anak sah Penggugat dan tidak amgmiphubungan
nasab dengan Penggugat. Dalam Kompilasi Hukum Iskonang suami
jika ingin mengingkari anak yang dilahirkan ist@nyarus mengajukan
pengingkaran ke Pengadilan Agama. Dalam hal inalsusksuai, karena
sudah di atur dalam Pasal 102 KHI dijelaskan : fSiugang akan
mengingkari seorang anak yang lahir dari isterimgangajukan gugatan
kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 skeaudah hari
lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkavatensetelah suami itu
mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dandbeditempat yang
memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Bigag@gama”.

Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan olejal@d yang
berwewenang, yang berkaitan dengan adanya keldhiékte kelahiran
bermanfaat untuk memudahkan dalam hal asal uskldarakewarisan.

Dalam Pasal 27 UU No. 23 tahun 2606.

1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Pendudukakiepinstansi

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahpaling lambat
60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

8 Titik triwulan tutik, SH.,MH Pengantar Hukum Perdata di Indonesiakarta: Prestasi
Pustaka, 2006, him. 63
® Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Adminisitesendudukan.
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2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayat
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Ké&tahiran
dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Dalam Pasal 52 UU No0.23 tahun 2006.

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdagsrkatapan
Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudyzdda)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansik2alaa yang
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lamba(t&& puluh)
hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengablitsgeri oleh
Penduduk.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Instrumen Internasional Rdkak-hak
Asasi Manusia menjelaskan dalam ayat (2)” Apab#larang anak secara
tidak sah di cabut beberapa atau semua unsur taemnia, maka para
negara peserta harus memberikan bantuan dan perjad yang tepat
dengan tujuan secara cepat menbentuk kembali idemyia™°

Oleh karena itu anak yang bernama BRB bisa dirubah
identitasnya secara keseluruhan, sesuai Pasal-pasgl tertera di atas
tentang Akta kelahiran tersebut, jadi putusan rigjegkim tentang tidak
berkekuatan hukum akta kelahiran di atas dan narak #rsebut bisa di
rubah, hal tersebut sudah sesuai.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatkaperatau

sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebihldahengetahui secara

obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebaagardputusannyd.

10 peter Baehr. Adnan Buyung Nasutitfajor Internasional Human Ringhts Instrumen

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001,him. 950

11 sudikno Mertokusumaddukum Acara Perdata Indonesixogyakarta: Liberty, 1993,

him.164
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Benar tidaknya suatu peristiwa yang di sengketadamat bergantung
kepada hasil pembuktian yang dilakukan para pilzéénd persidangan.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mengabulkan gogat
Penggugat. Hal ini berarti Pengadilan Agama Purnoketelah
menyatakan bahwa anak yang bernama BRB bukan sataklari HB.
Majlis hakim berpendapat bahwa anBRB merupakan anak hasil zina
oleh ibunya yang bernama OV dengan SS hal ini lsartan keterangan
kedua mantan pembantu yang melihat adanya lakiyakig bersama
Tergugat, selain itu juga ada keterangan saksi ydnig menyatakan
bahwa sperma dari Penggugat lemah sehingga keuilrkgkinan sperma
Penggugat untuk bisa membuahi sel telur Terguadati keterangan
AKBP. Drs. PA juga telah melakukan tes DNA terhad3iRB yang
hasilnya bahwa anak tersebut bukan anak biologisgmggugat?

Dalam proses penyelesaian perkara pengingkdesthadap
keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, daldidH perdata harus
diajukan kepengadilan dan prosesnya memiliki peasemdengan perkara-
perkara yang lain. Hanya saja, apabila dari piretkggugat dan Tergugat
masih bersengketa, sedangkan hakim masih belunm yedigan bukti-
bukti yang diajukan, maka hakimlah yang membaerik&putusan sesuai
dengan keyakinannya melalui bukti-bukti yanghedda.

Hukum Islam menetapkan bahwa dalam penyelesaiapenti

adanya pemeriksaan yang detail dan perlu yadg@embuktian melalui

2012.

2 salinan putusan N0.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di tkapapada pra riset, 9 Maret
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saksi-saksi yang benar-benar menyaksikan ketikaupéan perzinahan
tersebut dilakukan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat AimuNayat
13 yang berbunyi:

NOVOREIR OVALLRID  «ed04Aw
€77/ 3-RNO0&~> * O.O0RD ¢ =IOV
B-UD ot 40  J2em  SORXKe= g
0.2 3-ANO0& D *wwo e N
* Forde  HOGOR aOEF &% DeebIfseo
VP ¢ A€EHEFEOOENM@a i REDL
Artinya: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidaleneatangkan
empat orang saksi atas berita bohong itu? Olatkanmgereka
tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itukatha psisi
Allah orang- orang yang dusta”.(Q.S An Nuur:*£3)
Pengingkaran suami terhadap kandungan dan hikata
seorang anak oleh istrinya, sama halnya dalamapengerzinaan yang
dalam hukum Islam merupakan suatu tindak pidan@ ypat diancam
dengan hukumahad
Sehingga Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkiayang
mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahalka yang
bernama BRB bukan anak sah Penggugat. Walaupun \saig melihat
perzinaan cukup lemah akan tetapi diperkuat dekgtarangan saksi ahli
yaitu dengan teBeoxy Nucliated AciDNA).

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purwokerto

No0.1537/Pdt.G/2009/PA . Pwt tentang Pengingkaran Keabsahan Anak

Y Departemen Agama RIAI-Qur'an dan Terjemahjakarta: Pelita 11,1978, him. 351
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Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkarain seéaus
memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hy&yoga harus memuat
ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yargphgkutan atau sumber
hukum yang tak tertulis yang di jadikan dasar umhgngadili.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponatinge
suatu produk badan peradilan, kejelasan para piaag berperkara tentang
putusan yang diambil baik dalam bentuk di terimigglak maupun bentuk
putusan lain.

Sebelum  putusan di jatuhkan, seorang hakim harus
mempertimbangkan hukum apa yang digunakan sebagssr dnemutus.
Adapun dasar pertimbangan dalam penyelesaian jperfalam putusan
Pengadilan Agama Purwokerto No0.1537/Pdt.G/2009/RA.Ptentang
pengingkaran keabsahan anak, yang menjadi daséimipangan hukum
hakim Pengadilan Agama Purwokerto adalah pembuktrdgara Penggugat
dan Tergugat.

Dalam hal pembuktian sesuai dengan dasar di baviah i

VS e e sl oo 3) e Sle A

Artinya: “Pembuktian di bebankan kepada penggugat dan sanitpadi
bebankan kepada orang yang mengingkari

Maka Penggugat telah menyangkal anak yang bernd&BasBbagai
anaknya yang sah, dengan mengatakan bahwa anabuersdalah hasil

perzinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan olaingtentang alat-alat

% As ShonanySubulus Salamjuz. IV, (Kairo: Musthofa al Baby al Halabi, 196€et
IV) him.132.
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bukti yang diajukan Penggugat, dalam hal ini mgjehakim juga
mempertimbangan berupa alat bukti tertulis, sa&ksis dan pengakuan
Tergugat.

Pertimbangan hakim yang sangat kuat digunakan umtetkgambil
keputusan yaitu hasil tes DNA, dalam hasil tes D}las membuktikan
bahwa anak yang bernama BRB bukan anak biologi$ Eanggugat,
walaupun tanpa saksi yang melihat perzinaan, aiapitdalam hal ini ada
bukti-bukti tertulis atau saksi-saksi ahli dalammul pengetahuan teknologi.
Dalam hal ini majelis hakim bersifat terbuka dalamanggunakan alat bukti
yaitu menggunakan alat bukti yang berdasarkan progetahuan dan alat
teknologi.

Menurut H. Anshoruddin® Tentang pembuktian saksi- saksi ahli
yang mana saksi harus memberikan kesaksian yaray,jetas dan sesuai

pengetahuannya. Sebagaimana firman Allah dalamukla@ di bawah ini:

PRY & eCrHRARIAGOL Ao 4860

CX AN §%Y6) RO A& NEAZ L
g QLB &0 L RD x @ &0 1x
o= 2L B -MAOD>HE X O

o SHEIEAC TN PO @O M AL
B ¢QOEP+@rDes
Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu,udaicorang-orang
lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maksabgalah

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika Katak
mengetahui”.(Q.S An Nahl: 43).

Penggugat telah mengucapkan sumpah l|i’'an sebagairdatur

dalam Pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam, mgkkn Tergugat tidak

5 H. AnshoruddinHukum PembuktigrPustaka Pelajar, Yogyakarta: Cet | 2004. hal. 15
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bersedia mengucapkan sumpah nukulnya. Walaupurugatrdidak bersedia
mengucapkan sumpah nukulnya, tetapi majelis hakenpdmdapat hal
tersebut tidak menafikan esensi sumpah yang diacamgteh Penggugat
sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugatli®d&urang setuju,
dalam hal sumpah li'an, karena dalam Pasal 127 WKdiuf d yang
berbunyai:” apabila tata cara huruf a tidak diiki¢ingan tata cara huruf b
maka tidak di anggap terjadi li'an”.

Adapun dasar hakim yang digunakan dalam hal ineaddH| Pasal
102 yaitu : “Suami yang akan mengingkari seorangkayang lahir dari
isterinya, mengajukan gugatan kepada PengadilarmAgdalam jangka
waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 kasudah putusnya
perkawinan atau setelah suami itu mengetahui babktkiaya melahirkan
anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia angan perkarannya
kepada Pengadilan Agam#”.

Dan diperkuat dengan UUP No.1 tahun 1974 tentaargaginan
Pasal 44 yaitu : 1) Seorang suami dapat menyangidahya anak yang
dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat mentixak bahwa isterinya
telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinateasebut. 2) Pengadilan
memberikan keputusan tentang sah/tidaknya analpatasintaan pihak yang

berkepentingaf’

'* Himpunan Peratura Perundang-Undangan tentang Kasipilukum Islam, Bandung:
Fokusmedia, 2007, him. 34

7 Undang-undang perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Yagakhlew Merah Putih, 2009,
him. 27
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Dari alat bukti diatas yang menarik yaitu adanyaga&uan dari
Tergugat yang menyatakan telah berselingkuh deB&dan telah diperkuat
dengan pengakuan SS sendiri bahwa telah mengakwpumgai hubungan
dekat dan berselingkuh dengan Tergugat.

Dalam HIR Pasal 174 dan 175 disebutkan bahwa :gherg itu ada
dua macam vyaitu pengakuan dimuka hakim (Pasaldat#pengakuan diluar
sidang (Pasal 175) pengakuan dimuka hakim baik ydingapkan sendiri
maupun dengan pertolongan kuasanya, merupakan pakyj cukup dan
mutlak, artinya hakim harus menerima pengakuansébagai bukti yang
cukup. Misalnya apabila Tergugat mengakui apa yarenjadi tuntutan
Penggugat, maka bagi hakim tidak ada lain jalangata ia harus menerima
gugatan itu dan menghukum Tergugat, sehingga pemgaitu harus
dianggap sabagai bukti yang cukup menentukan. Adgemgakuan diluar
sidang sebaliknya merupakan bukti yang bebas, yartpenentuan harga
kekuatan bukti dari pengakuan ini diserahkan keppedimbangan dan
pendapat hakim, artinya hakim bebas untuk menghaegau tidak
menghargai pengakuan itu.

Dari keterangan diatas apabila kita berpedoman padantuan
Undang-undang maka mengenai pengakuan adalahrjedagpakan (salah
satu) alat bukti. Walaupun Undang-undang menganggapgakuan itu

sebagai (salah satu) alat bukti, akan tetapi bamgk ahli hukum yang
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berpendapat sebaliknya, seperti Prof. Mr. A. Rildm Prof. R. Subekt, S.H
yang menganggap bahwa pengakuan itu bukan meru|adiil¢atnukti.18

Menurut Drs. H. Jojo Suharjo salah satu hakim Peiteya Agama
Purwokerto mengatakan, pengakuan yang dilakukagaget dilakukan diluar
Pengadilan sehingga hakim berpendapat bahwa peaga&rsebut menjadi
alat bukti yang menyatakan bahwa Tergugat benaarbietah berzina akan
tetapi hanya sebagai pertimbangan yang mengarah patlbhan bahwa
Tergugat telah melakukan perzinaan, jadi majellarhaelah memasukkan
pengakuan sebagai dasar pertimbangan dalam mendapbiusan.

Dalam hukum Islam perbuatan zina dikategorikan gaibgerbuatan
yang keji dan suatu jalan yang buruk dalam hukulams Hukum acara
pembuktian bagi seorang yang menuduh zina sudatudisecara spesifik
dan baku, itu harus menghadirkan 4 orang saksi yalthat saat perbuatan
zina itu terjadi. Hal ini sesuai dengan Firman Algalam Al Quran surat An

Nisaa’ ayat 15 yang berbunyi:

LIS =L 1O BEAO A wa €0
JIRSRY ‘004 QORI AN W@ I
ALSER * # o BORNOG
BXOCONRNL OO ORa g 00

GCORAD> ¢ OIIRNONEH$R
BX-O0COZ LR * QR e B FLOZCQHY
PR« (@ DLUATQRONE e
g% #R O 02RO €2

CLAOREOY W S O AAc@0e= 40
O €00 + 6 3 sumADINVe® OO
LIRS ¢ HORZA R

8 Teguh Samudra SHHukum Pembuktian Dalam Acara PerdaBandung: Penerbit
Alumni. 1992 him. 83
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Artinya: “Dan (terhadap) Para wanita yang mengemagerbuatan keji ,
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang
menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah ragmb
persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanitp dalam
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampgah Al
memberi jalan lain kepadanya”. (Q.S An Nisaa’: 15)

Dari ayat diatas jelas bahwa saksi yang harus digam untuk
membuktikan perzinahan adalah empat orang sakg waalihat langsung
terjadinya perzinaan. Dalam hal ini alat-alat buksiksi yang digunakan
majelis hakim hanyalah sebagai pertimbangan dalamgambil keputusan
dan tidak menjadi pembuktian dalam perzinahan.

Majelis hakim dalam menggunakan tes DNA sebagai laleti
karena dalam pembuktikan pengingkaran anak mejalur empat orang
saksi sangat sulit, selain itu kebenaran tes DNA®®% sehingga pantas
jika tes DNA digunakan sebagai alat bukti, hal sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi No0.64/PUU/-VIII/2010 yang metakan bahwa
"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyaibungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengadalaksebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetakiaanteknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum lain ternyata memminfiubungan darah
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayafthya”.

Jadi alat-alat bukti ilmu pengetahuan dan teknotegupa tes DNA
tersebut bisa dijadikan alat-alat bukti yang utaden sempurna dalam

pembuktian perkara-perkara tersebut. Oleh karendalam putusan perkara

19 Www. Mahkamah Konstitusi.go.id/ putusan/ putusiharsy 46 PUU 2010, akses
pada tgl 6 Februari 2012.
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diatas, maka hakim memutuskan berdasarkan alat beskt DNA yang
menunjukan bahwa anak yang bernama BRB bukan dokigis melainkan
anak biologis dari akibat perbuatan Tergugat demgang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 127 disebutkamaza:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan dana
atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpaimkedlengan
kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduttan atau
pengingkaran tersebut dusta”.

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tetsgdngan
sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpafima
dengan kata-kata murka Allah atas dirinya Btladuhan dan
atau pengingkaran tersebut benar” .

c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersemetrupakan
satu kesatuan yang tak terpisahkan.

d. d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengata cara
huruf b maka dianggap tidak terjadidn.

Dari tata cara li'an diatas jelas bahwa apabilanmsumelakukan
sumpah li'an guna mengingkari anaknya dan tidakudiioleh sumpah nukul
istri maka sesuai Pasal 127 KHI poin “d” sumpalni'tersebut dianggap
tidak terjadi li'an. Akan tetapi dengan adanya ipgstangan majelis hakim
yang menyatakan bahwa dengan istri tidak mau mkéakisumpah nukul
berarti istri kemungkinan merasa bersalah denglak theraninya bersumpah.

Dengan analisis di atas penulis sependapat dengkim hdalam
memutuskan perkara pengingkaran keabsahan anaknyang hakim telah
memutuskan berdasarkan alat-alat bukti berupa kA &au alat-alat bukti
lain yang menunjukan bahwa anak tersebut bukan aadk atau anak

biologis. Oleh karena itu walaupun anak terselhit jgada masa perkawinan

sesuai UUP Pasal 42 tahun 1974 dan KHI Pasal 9%al@na adanya alat
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bukti modern berupa tes DNA, maka hukum tersebuishenengikuti zaman
yang lebih simpel dan praktis.
Dalam hal ini menurut penulis sesuai dengan qaiidgyah:
200y Lo 3 iy SNy S0y
Artinya:” Tidak di tolak perubahan hukum karena perubahaman”.
Para fugoha dan ahli ushul sepakat bahwa hukum yfamat
berubah karena perubahan zaman dan adat adalahm hijiuadi yang
dibangun oleh adat dan kemaslahatan. Dalam hayang lebih jelasnya
seperti.

21y Lo 3 ity Capall g el e Kigll oS Y1y S

Artinya:* Tidak di tolak perubahan hukum yang dibangun oleh
kemaslahatan dan ‘urf karena perubahan zaman”.

Jadi hukum itu tidak berlaku surut, bisa berubabkuiselengan
kondisi dan situasi yang ada. Oleh karena itu dultkanlah ijtihad atau
pemikiran para ahli hukum yang sesuai dengan ddsaar atau teori hukum

yang ada.

20 Ade Dedi Rohayand)mu Qowa'id Figiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islardakarta:
Gaya Media Pratama, 2008, him.66
1 |bid.



